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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan transportasi publik Bus Rapid Transit (BRT) di
Kabupaten Sidoarjo. Dalam kebijakan BRT terdapat beberapa faktor yaitu,pertama,relasi
antar aktor yang terlibat. Diantaranya DPRD Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perhubungan
Kabupaten Sidoarjo serta DAMRI kota surabaya. Kedua, alasan kemajuan ekonomi di
Sidoarjo. Ketiga,kemudahan mobilitas masyarakat Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui relasi kepentingan DPRD Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perhubungan Kabupaten
Sidoarjo serta DAMRI kota Surabaya dalam proses pelaksanaan program BRT. Kebijakan
BRT bukan program langsung dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melainkan program yang
dirancang oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk kota-kota besar
yang ada di Indonesia. Namun kenyataannya, banyak daerah yang menolak dan tidak
sanggup menjalankan program BRT, tetapi di Sidoarjo BRT bisa berjalan sesuai dengan
program yang telah direncanakan. Studi ini menggunakan teori top-down yang menjelaskan
kebijakan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, terdapat unsur politik dalam
implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan cara wawancara
untuk mendapatkan informasi dan data. Aktor yang terlibat dalam program BRT harus
mempertahankan program transportasi publik dan juga harus berinovasi untuk program
transportasi publik lainnya. Studi ini juga menambah variasi penelitian tentang transportasi
melalui perspektif politik.
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PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana bagi masyarakat untuk mempermudah mobilitas.
Namun, pada kenyataannya transportasi di Indonesia masih belum bisa memenuhi kebutuhan
masyarakat. Seperti misalnya, masih banyak transportasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan
masyarakat karena armada yang sudah tidak layak dijadikan transportasi umum. Tidak hanya
masalah armada saja, namun dibeberapa daerah yang sulit untuk dijangkau masih sulit
ditemui angkutan untuk menuju daerah terpencil.

Tidak adanya transportasi untuk menjangkau daerah terpencil disebabkan oleh
infrastruktur jalan yang belum memadai dan pemerintah belum menyediakan fasilitas
kendaraan yang cocok untuk jalan tersebut. Bila di daerah terpencil belum tersedia
transportasi yang memadai, maka permasalahan di kota besar tidak kalah rumit, yaitu adanya
kemacetan lalu lintas yang disebabkan rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan
transportasi publik.

Masyarakat di kota belum sadar akan pentingnya menggunakan transportasi publik
karena masih belum bisa memenuhi ekspektasi masyarakat akan transportasi umum sebagai
sarana mobilitas yang cepat. Transportasi umum yang tersedia tidak layak dijadikan
transportasi publik karena sering terjadi keterlambatan, maupun kurangnya aspek keamanan
dan kenyamanan. Artinya, keadaan transportasi yang buruk menghambat mobilitas
masyarakat dalam melakukan aktivitas.

Wajah transportasi di wilayah perkotaan tergambarkan di dalam kabupaten Sidoarjo.
Sidoarjo merupakan kota penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya. Setiap
harinya masyarakat melakukan mobilitas dijalan mulai pukul 06:00 -09:00 WIB, dimana
waktu tersebut merupakan waktu padat transportasi di Surabaya dan sebaliknya. Dikutip dari
artikel yang berjudul Surabaya Tambah Macet (Anonim, 2015) kemacetan tertinggi pada
pukul 16:00 hingga pukul 20:00 WIB, dimana masyarakat kembali ke rumah selesai bekerja.
Pada waktu sore hingga malam tersebut banyak terjadi pergeseran atau pelintasan antar kota
melewati Surabaya, seperti masyarakat Madura ke Surabaya, Sidoarjo, Gresik atau sebaliknya,
sehingga dengan pelintas tersebut ada pertambahan volume kepadatan kendaraan di Surabaya.

Dengan mobilitas tinggi yang dimiliki oleh masyarakat Sidoarjo, maka terjadi kepadatan
pada jalur Sidoarjo menuju Surabaya dan sebaliknya. Kepadatan yang terjadi disebabkan karena
banyaknya masyarakat yang masih menggunakan kendaraan pribadi sebagai penunjang
mobilitas sehari-sehari. Data Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo 2014 menunjukkan
jumlah kenaikan kendaraan yang cukup banyak tiap tahunnya, mencapai 1.088.938. Tercatat
rincian jumlah kendaraan sebesar, mobil penumpang 111.612, Bus 1439, mobil barang 29.639,
mobil khusus 134, sepeda motor 946.114. Sebagai kota besar maupun kota penunjang sudah
seharusnya memiliki sistem transportasi yang memadai untuk mempermudah mobilitas
masyarakat dalam bertransportasi.

Di Sidoarjo terdapat beberapa transportasi yang bisa digunakan oleh masyarakat
seperti misalnya angkutan kota, angkutan desa, angkutan antar kota maupun bus kota reguler.
Meskipun masyarakat dapat memilih beragam transportasi yang ada, namun banyak
permasalahan yang terjadi sehingga susah untuk beralih dari kendaraan pribadi menuju
transportasi umum. Masalah yang paling menonjol adalah lamanya waktu tempuh perjalanan
yang menggunakan transportasi umum.

Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan masyarakat perkotaan yang membutuhkan
transportasi cepat untuk menunjang mobilitasnya. Permasalahan selanjutnya yang tidak kalah
penting yaitu armada atau kendaraan yang digunakan banyak yang kurang atau sudah tidak
layak digunakan karena mengganggu kenyamanan masyarakat yang ingin menggunakan
tranportasi umum. Sebelum adanya angkutan massal, menurut Dinas Perhubungan Sidoarjo,
jumlah angkot sudah turun dari 1.200 unit menjadi 800 unit.

Permasalahan transportasi yang ada di Sidoarjo ini diperparah dengan belum adanya
upaya Pemerintah maupun Dinas Perhubungan terkait peningkatan kualitas transportasi publik



Jurnal Politik Muda, Vol. 6, No. 3, Agustus - Desember 2017, 253 - 261 h

untuk menunjang kenyamanan pelayanan transportasi masyarakat perkotaan. Seharusnya
sudah tugas Pemerintah Daerah untuk menyediakan transportasi publik yang layak bagi
masyarakat. Dengan banyaknya permasalahan transportasi di Sidoarjo maka masyarakat
membutuhkan transportasi publik yang layak. Kota Sidoarjo pada dasarnya membutuhkan
transportasi publik yang cepat, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang pelayanan publik
di bidang transportasi. Hal ini disebabkan transportasi umum yang ada tidak mampu menjawab
kebutuhan transportasi yang layak bagi masyarakat.

Sidoarjo sering mengalami kepadatan pengguna jalan, maka harus ada transportasi
publik yang layak untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi. Bertepatan dengan adanya
program pembangunan angkutan massal yang dirancang oleh pemerintah pusat dan Surabaya
tidak sanggup mengoperasikan Bus Rapid Transit (BRT), maka BRT dialihkan kepada
Pemerintah Sidoarjo yang dioperasikan oleh Dinas Perhubungan untuk mengatasi kemacetan di
Sidoarjo.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui relasi kepentingan antara aktor dalam
proses pelaksanaan program Bus Rapid Transit (BRT) di Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan
untuk memahami relasi antar-aktor yang berkepentingan dalam proses pelaksanaan program
Bus Rapid Transit (BRT) di Kabupaten Sidoarjo.

KAJIANPUSTAKA

Dalam Tesis Sinkronisasi Pelayanan Transportasi di Perbatasan Melalui Kerjasama
Antar Daerah (Kerjasama Bidang Transportasi antara Surabaya - Sidoarjo) oleh Hari Triono
Mahasiswa S2 UGM, Banyak kerjasama antar daerah khususnya yang berdekatan, namun tidak
ada hasil yang dapat diimplementasikan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kerjasama
antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di bidang
transportasi. Dari penelitian ini diketahui bahwa kerjasama yang dilakukan tidak dilaksanakan
secara bersama-sama oleh kedua pihak karena adanya perbedaan persepsi dari para aktor yaitu
Pemkot Surabaya maupun Pemkab Sidoarjo. Hal ini diakibatkan oleh dinamisnya program
pembangunan daerah masing-masing yang semakin tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Tujuan awal dari kerjasama kedua daerah untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di
perbatasan agar sistem transportasi berjalan baik menjadi tidak tercapai. Tesis Sinkronisasi
Pelayanan Transportasi di Perbatasan melalui Kerjasama antar Daerah (Kerjasama Bidang
Transportasi antara Surabaya - Sidoarjo) tidak terfokus kepada satu daerah saja karena
membahas bagaimana sistem transportasi di perbatasan Sidoarjo - Surabaya. Untuk mengisi
celah yang kosong itu dan mengetahui lebih dalam permasalahan khususnya di Sidoarjo, maka
dilakukan penelitian politik transportasi di perkotaan ini.

Dalam jurnal Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan dari Siti
Aminah, Permasalahan transportasi publik perkotaan terus meningkat bersamaan dengan
meningkatnya kegiatan sosial dan ekonomi yang diikuti dengan pertumbuhan permintaan
perjalanan di Surabaya telah menimbulkan berbagai macam permasalahan transportasi, antara
lain adalah: kemacetan lalu lintas dan struktur perkotaan. Dengan adanya konsentrasi
permintaan perjalanan di wilayah pusat kegiatan ekonomi dan bisnis (Surabaya Selatan, Pusat
dan Utara) menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah dan membuat angkutan bus serta
kereta api menjadi penuh sesak, karena sebagian besar tarikan perjalanan ke tempat tujuan
atau tempat kerja masih terpusat pada kawasan tertentu, di tengah kota. Jurnal ini
memfokuskan kepada permasalahan kemacetan ditengah kota Surabaya, sedangkan di Sidoarjo
kemacetan terjadi pada jalan menuju arah luar kota, dalam hal ini menuju Surabaya.

Pemerintah memiliki hubungan dengan beberapa instansi terkait untuk membangun
transportasi massal yang baik. Hal ini yang dinamakan dengan keputusan politik. Keputusan
politik adalah keputusan yang mengingat pilihan terbaik dari dari berbagai bentuk alternatif
mengenai urusan -urusan yang menjadi kewenangan pemerintah (Surbakti, 2010: 244). Tidak
hanya keputusan politik saja yang terdapat dalam suatu pembangunan. Tidak terkecuali dalam
pembangunan transportasi publik ini pasti ada yang namanya kebijakan. Hal ini dinamakan
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dengan kebijakan publik.

Kebijakan publik menurut Carl Fredrich adalah serangkaian tindakan yang diajukan
oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah untuk mengatasi permasalah tertentu dimana
dalam pelaksanaanya terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan yang akan
dihadapi (Agustino, 2008: 7). Easton megatakan bahwa mereka yang mempunyai wewenang
dalam sistem politik yang mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan adalah : orang-orang
yang terlibat dalam urusan politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam masalah
yang sedang dihadapi dimana mereka harus mengambil keputusan untuk mengatasi masalah
tersebut. Pengambilan keputusan yang mereka ambil adalah bersifat mengikat (Agustino, 2008:
8). Dalam hal transportasi publik ini pemerintah pusat memiliki wewenang untuk membantu
pemerintah daerah melalui instansi terkait yang mengartikan bahwa sangat cocok dengan teori
atas-bawabh.

Model atas-bawah berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah pusat untuk rakyat dan
lebih menekankan pada kemampuan pembuat keputusan untuk menghasilakan tujuan
kebijakan yang tegas serta pada pengendalian tahap implemetasi (Fischer, 2015: 129). Model
mekanisme paksa adalah model yang mengedepankan arti penting lembaga publik sebagai
lembaga tunggal yang mempunyai monopoli atas mekanisme paksa sehingga ada sanksi bagi
yang melanggarnya. Implementasi menyiratkan terbentuknya prosedur birokrasi yang
memadai untuk memastikan bahwa kebijakan dijalankan seakurat mungkin. Untuk tujuan inij,
lembaga pelaksana harus mempunyai sumber daya yang cukup, dan perlu ada sistem hirarkis
tanggung jawab dan kontrol yang jelas untuk mengawasi tindakan pelaksana (Fischer. 2015:
130).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan oleh peneliti adalah jenis kualitatif, yakni
penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses
dan perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Yang dimaksud bersifat
deskriptif yaitu berusaha mengambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek
yang diteliti. Peneliti mendeskripsikan bagaimana kekuasaan menentukan perumusan
kebijakan program Bus Rapid Transit (BRT) yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Lalu yang
dimaksudkan untuk menginterpretasikan sebuah fenomena dalam latar sosial tertentu dengan
melakukan wawancara, rekaman, atau catatan agar bisa didapatkan gambaran utuh mengenai
fenomena serta menemukan kaitan-kaitan peristiwa yang ada di dalamnya (Denzin 2011: 1-3),

Penelitian ini terfokus di Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan untuk mengetahui
bagaimana kekuasaan menentukan perumusan kebijakan program Bus Rapid Transit (BRT)
yang ada di Kabupaten Sidoarjo. selain tu, untuk mengetahui bagaimana relasi antar aktor yang
terlibat dalam pembangunan transportasi publik ini, dan juga menjadi menarik untuk melihat
kekuasaan yang ada di dalam perumusan kebijakan ini karena terdapat perbedaan antara
pemerintah dan masyarakat dalam menanggapi kebijakan tersebut.

Subjek dalam penelitian ini tentu saja berasal dari seluruh elemen pemerintah beserta
instansi yang terkait dan masyarakat. Elemen pemerintah beserta instansi yang terkait yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah DPRD Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perhubungan (DISHUB)
Kabupaten Sidoarjo, Perusahaan Umum Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (PERUM
DAMRI) Kota Surabaya, Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA). Sedangkan elemen masyarakat
adalah pemilik LYN JSP (Joyoboyo-Sidoarjo-Porong) dan penumpang bus rapid transit (BRT).

Penelitian dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber. Yaitu pertemuan antara
periset dan responden dimana jawaban responden akan menjadi data mentah. Steward dalam
Harrison (2007: 104) mengatakan secara khusus, wawancara adalah alat yang baik untuk
menghidupkan topik riset. Wawancara juga merupakan metode bagus untuk pengumpulan data
tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literatur yang
membahasnya.

Saat wawancara berlangsung peneliti mengunakan alat bantu berupa aide-memoire,



Jurnal Politik Muda, Vol. 6, No. 3, Agustus - Desember 2017, 253 - 261 ﬁ

yakni daftar ringkasan topik yang akan ditanyakan walapun tidak dalam bentuk berurutan. Ini
menjaga agar wawancara tetap fokus, tanpa mengurangi kelancaran alur diskusi (Harrison,
2007: 106).

HasilPenelitian
Sikap DPRD Sidoarjo, Dinas Perhubungan Sidoarjo, dan DAMRI Cabang Surabaya

Dalam penelitian ini telah dijelaskan sangat cocok menggunakan teori model atas -
bawah (top - down) karena program BRT ini dirancang oleh pemerintah pusat dan diberikan
kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah wajib menjalankan program. Bila
daerah tidak dapat atau tidak sanggup untuk menjalankan program ini akan ada sanksi dari
kementerian perhubungan pusat, yaitu, tidak diberikan lagi pusat bila daerah meminta bantuan
angkutan umum. Hal ini yang mengakibatkan Surabaya sampai saat ini belum memiliki sistem
transportasi yang baik, karena menolak BRT yang telah diberikan. Surabaya merancang
transportasi publik berupa Trem, namun baru saja perumusan sudah ditolak oleh pemerintah
pusat.

Kabupaten Sidoarjo yang sebelumnya tidak memiliki transportasi publik yang memadai
justru mendapatkan sebuah keuntungan dari penolakan BRT oleh Surabaya, karena BRT
dialihkan untuk dioperasikan di Sidoarjo. Hal ini tentu saja sudah ketentuan dari pemerintahan
pusat yaitu Kementerian Perhubungan memberikan wewenang untuk menjalankan BRT kepada
Kabupaten Sidoarjo.

BRT pertama kali diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo oleh Kementerian
Pusat. Namun, tentu saja DPRD tidak bisa menjalankan secara langsung BRT sehingga
memberikan kekuasaan kepada Dinas Perhubungan Sidoarjo untuk menjalankan dan
memberikan izin trayek, Dalam hal ini tentu saja menggambarkan sangat jelas terdapat model
atas bawah (top-down) dalam program BRT. Dinas Perhubungan harus mau melaksanakannya
karena dibawah kekuasaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam hal operasional Dinas Perhubungan mengalihkan kepada DAMRI Surabaya
karena sudah sangat ahli dalam operasional bus kota. Tidak ketinggalan DAMRI merekrut sopir
bus dan Kondektur untuk BRT. Dan juga membuat tarif yang akan diberlakukan.

Pemerintah sebagai aktor utama dalam pembangunan sistem transportasi publik
bersifat massal, harus menyediakan secepat mungkin sistem yang cocok diterapkan di kota-kota
besar yang ada di Indonesia. Kebijakan publik tentu tidak murni, tanpa dicampuri oleh unsur
politik. Setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah tentu saja memiliki unsur
politik didalamnya. Tidak terkecuali dalam kebijakan pembangunan transportasi publik ini
yaitu politik transportasi yang memiliki arti bahwa setiap aktor yang terlibat didalamnya
berorientasi kepada politik.

Kebijakan yang didalamnya terdapat unsur politik tentu saja tidak akan jauh dari
kekuasaan karena berhubungan dengan relasi antar aktor yang terlibat siapakah yang
mendominasi maupun yang didominasi namun tetap kebijakan yang dibuat mengutamakan
manfaat yang akan diterima oleh masyarakat. Kerumitan yang dihadapi negara atau
pemerintah, swasta (operator) dan masyarakat sebagai aktor -aktor yang ada dalam sistem
transportasi perlu diurai karena relasi kuasa yang rumit antara pemerintah dan operator
menyebabkan performa mereka buruk dan tentu saja hal ini mempengaruhi pengiriman
pelayanan kepada masyarakat (Aminah, 2016: 1). Dalam politik transportasi di Sidoarjo terjadi
karena termasuk dalam kota yang menerima bantuan bus dari pemerintah pusat. Pemerintah
pusat melalui Kementerian Perhubungan memiliki program transportasi publik dengan sistem
Bus Rapid Transit (BRT) dan dihibahkan kepada kota-kota besar termasuk Surabaya yang pada
akhirnya menolak dengan adanya BRT sehingga dialihkan ke Sidoarjo.

Sidoarjo menerima BRT melalui Dinas Perhubungan karena Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo tidak mungkin menerimanya secara langsung. Dengan adanya BRT ini Dinas
Perhubungan tidak bisa menolak untuk tidak mengoperasikannya karena program BRT ini
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langsung dari pemerintah pusat. bila menolak tidak menerimanya maka ada berupa kerugian
salah satunya tidak akan mendapat bantuan lagi dari pusat, hal ini yang coba dihindari oleh
Sidoarjo. Dinas Perhubungan merasa diuntungkan dengan adanya bantuan BRT karena selama
ini di sidoarjo khususnya belum ada transportasi publik yang memadai. Diungkapkan langsung
oleh pihak Dinas Perhubungan :

“Ya untuk pengembangan angkutan massal di Sidoarjo. Selama ini kan angkutan
umum tidak memenuhi syarat dengan adanya BRT ini kan daya tarik tersendiri
menggunakan mobil pribadi awalnya akhirnya ah tak naik BRT aja karena ada ac
nya ada ini nya gitu pelayanannya bagus“ (wawancaradenganlbu Sutarni Dinas
Perhubungan Sidoarjo).

Sikap yang ditunjukkan oleh Dinas Perhubungan tentu saja setuju dengan adanya BRT
karena dapat membantu mereka mengembangkan transportasi publik meskipun armada yang
ada masih berupa bantuan dari pusat. Dinas Perhubungan tidak bisa mengelola seluruh bus
yang berjumlah 30 itu karena keterbatasan sumber daya yang ada sehingga pengelolaan dan
pengoperasian dialihkan ke Perum DAMRI.

Terpilihnya DAMRI sebagai pengelola BRT karena sudah berpengalaman dalam bidang
transportasi khususnya angkutan darat. DAMRI sebagai operator BRT memiliki sikap yang
hampir sama dengan Dinas Perhubungan, tidak menolak karena merupakan program
pemerintah pusat yang diberikan ke daerah untuk memudahkan masyarakat. Hanya saja reaksi
yang ditunjukkan oleh DAMRI berbeda dari Dinas Perhubungan karena mereka yang
mengoperasikan, otomatis membutuhkan biaya untuk itu. Dan disini DAMRI harus bisa
mengatasi biaya untuk operasional BRT.

BRT yang masih sepi peminat hingga saat ini setiap harinya mengalami kerugian karena
pendapatan dari karcis tidak sebanding dengan biaya operasionalnya seperti biaya solar.
Namun DAMRI sebagai operator bus kota dan bus bandara menyiasati dengan cara subsidi
silang, sehingga operasional BRT yang merugi bisa tertutupi. Sikap yang ditunjukkan oleh DPRD
Sidoarjo berbeda dari Dishub dan DAMRI yang memang harus melaksanakan program dari
pusat.

DPRD berpendapat bahwa program BRT harus dipertanyakan kembali karena memang
dari awal operasionalnya kurang perisapan yang matang cenderung terlalu dipaksakan. Dikutip
dari Harian Bhirawa Online DPRD melalui Komisi C menyayangkan BRT yang berjalan tidak
sesuai dengan yang diharapkan. DPRD mengungkapkan kalau BRT itu sejak awal terlalu
dipaksakan, padahal di wilayah Surabaya ditolak, di Gresik juga ditolak, mengapa di Sidoarjo
mau menerima bantuan bus sebanyak 30 unit itu. Akhirnya, ujung-ujungnya seperti ini merugi
terus. Lalu karena dalam pembangunan shelter untuk BRT telah banyak menggunakan badan
jalan maupun trotoar sehingga menganggu para pejalan kaki. Pejalan kaki yang akhirnya turun
ke jalan raya dan mengakibatkan permasalahan baru yaitu kepadatan lalu lintas. Dengan
keadaan seperti ini DPRD meminta agar BRT segera dievaluasi menyeluruh agar tidak terus
merugi dan setelah evaluasi dicarikan penyelesaiannya. DPRD pun menyayangkan anggaran
yang dipakai untuk membangun fasiltas shelter itu karena masyarakat pun masih kurang
memanfaatkan BRT sehingga DPRD beranggapan bahwa anggaran yang ada bisa digunakan
untuk hal bermanfaat lainnya.

Aspek sosial yang sangat penting dalam transportasi publik adalah mempermudah
masyarakat berpindah dari satu ke tempat yang lainnya. Misalnya seperti yang dijelaskan oleh
bapak Afri yang bekerja diluar kota dan setiap pekannya pulang ke Sidoarjo
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“Ya mas tentu saja dengan adanya bus trans ini memudahkan saya ya ke Sidoarjo,
saya biasanya setelah sampai sini dari Jogja mau ke Sidoarjo ya harus naik angkot
kuning apa ngojek dan itu mahal, setelah ada trans ini ya sudah saya tinggal naik
gak sampe setengah jam udah sampe saya turun di halte sun city biasanya, murah
juga Cuma 5 ribu kan”(wawancaradengan Bapak Sukirno DAMRI Surabaya)

Dari yang telah dijelaskan menggambarkan bahwa Bus Rapid Transit (BRT) sudah mulai
dibutuhkan oleh masyarakat karena tarifnya yang murah dan fasilitas yang didapatkan sangat
memuaskan sekali. Tidak seperti angkutan lain yang memiliki tarif tidak menentu dan malah
merugikan masyarakat. Untuk saat ini memang belum dapat menggantikan peran angkutan
yang sudah ada. Namun bila angkutan yang sudah ada tidak berubah mulai dari armada yang
tua tidak layak jalan, fasilitas yang tidak memadai, waktu yang lama karena banyak berhenti
maupun yang paling penting tarif tidak sesuai peraturan yang ada ditambah dengan
konsistennya Bus Rapid Transit (BRT) maka peran transportasi publik akan ebrubah dan
masyarakat akan beralih tidak menggunakan angkutan yang sudah ada tersebut.

Bus Rapid Transit (BRT) di Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki syarat menjadi
transportasi publik karena memiliki kapasitas yang besar sejumlah 80 penumpang.
Karakteristik dari transportasi publik yang termasuk dalam aspek sosial yaitu dapat diakses
yang berarti bahwa transportasi publik apapun bentuknya khususnya Bus Rapid Transit (BRT)
tidak jauh dari pemukiman warga maupun tempat-tempat vital seperti misalnya sekolah,
perkantoran, pusat pemerintahan, maupun terminal bus dan bandar udara. Lalu harga murabh,
transportasi publik harus memiliki tarif yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat dan tidak
memberatkan karena penumpang akan didominasi oleh siswa sekolah, mahasiswa kampus,
buruh pabrik, pegawai kantoran dan seluruh aktivitas harian masyarakat.

Bila tarif yang dibebankan mahal maka masyarakat akan berpikir untuk tidak naik Bus
Rapid Transit (BRT). memberi kenyamanan dan memberi keamanan adalah hal yang pasti
harus terdapat pada transportasi publik khususnya Bus Rapid Transit (BRT), karena fasilitas
yang baik akan menjadi daya tarik utama masyarakat menggunakan transportasi publik. Yang
terakhir memberi kemudahan dalam perpindahan atau mobilitas masyarakat yang hendak
pergi disekitaran perkotaan.

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya Bus Rapid Transit (BRT) di Kabupaten
Sidoarjo sangat bagus sekali untuk masyarakat tentu saja namun pada kenyataan yang ada
setelah diluncurkan masyarakat menilai masih ada kekurangannya. Seperti penuturan salah
satu pengguna Bus Rapid Transit (BRT), masyarakat yang telah diwawancara oleh peneliti ini

“Kalau naik bus itu supir-supir busnya diberi pengarahan msialnya kaya waktu
awal berangkat itu bisnya menurutku supirnya ngawur nyalip dari kiri kan itu
bahaya ya kan dia gak bawa diri sendiri ya bawa banyak warga orang gitu nyalip
kiri padahal ditol kan jalur kiri buat berhenti darurat ya kan kita gak tau kalo
tiba tiba ada orang berhenti darurat terus dia nyalip kan bisa terjadi kecelakaan
harusnya bisa sih ada pelatihan supir itu jadi istilahnya ada standart yang
diterapkan kepada supir supir bus BRT”. (wawancara dengan Naomi

masyarakat penguna BRT).
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Permasalahan ini termasuk dalam karakteristik transportasi publik dalam hal
kenyamanan dan keamanan, dari penuturan narasumber Bus Rapid Transit (BRT) sedikit
memberikan kekhawatiran terhadap penumpang karena cara pengemudi mengendarai bus
dengan kecepatan tinggi atau bisa dikatakan dengan ugal-ugalan, hal ini seharusnya tidak
terjadi karena transportasi publik Bus Rapid Transit (BRT) bukan angkutan yang mengejar
setoran dan sudah memiliki waktu tersendiri.

Kesimpulan

Transportasi publik merupakan campur tangan pemerintah. Baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Dalam penerimaan bus bantuan dari
Kementerian Perhubungan sejumlah 30 armada bus untuk program transportasi publik
berkonsep Bus Rapid Transit (BRT) melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
Pemerintah pusat hanya memberikan bantuan bus saja sehingga wewenang dalam
implementasi penyelenggaraan BRT menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan. Namun tidak
memungkinkan jika Dinas Perhubungan melakukan pengoperasian BRT sendiri karena
keterbatasan sumber daya sehingga untuk urusan pengoperasian BRT dialihkan ke Perum
DAMRI. Bus Rapid Transit (BRT) awalnya direncanakan oleh pemerintah pusat untuk melayani
masyarakat Surabaya namun karena walikota Surabaya menolak karena berbagai alasan maka
bus yang telah mangkrak selama beberapa bulan dialihkan untuk dioperasikan di Kabupaten
Sidoarjo. kebetulan Kabupaten Sidoarjo tidak menolak dengan adanya Bus Rapid Transit (BRT)
ini dan justru meminta untuk segera dioperasikan karena Sidoarjo pun sudah membicarakan
dan uji kelayakan bersama aktor-aktor yang terkait seperti DPRD, Dinas Perhubungan, dan
Perum DAMRI. Kontribusi penelitian ini tentu saja memberikan pandangan lain terhadap
transportasi, yang selama ini banyak melalui kaca mata kebijakan, maka dalam penelitian
menggunakan sudut pandang politik karena tidak hanya melihat implementasi kebijakannya.
Namun, melihat dari relasi antar aktornya.

Data diatas menggambarkan bahwa Bus Rapid Transit (BRT) sudah mulai dibutuhkan
oleh masyarakat karena tarifnya yang murah dan fasilitas yang didapatkan sangat memuaskan
sekali. Tidak seperti angkutan lain yang memiliki tarif tidak menentu dan malah merugikan
masyarakat. Untuk saat ini memang belum dapat menggantikan peran angkutan yang sudah
ada. Namun bila angkutan yang sudah ada tidak berubah mulai dari armada yang tua tidak
layak jalan, fasilitas yang tidak memadai, waktu yang lama karena banyak berhenti maupun
yang paling penting tarif tidak sesuai peraturan yang ada ditambah dengan konsistennya Bus
Rapid Transit (BRT) maka peran transportasi publik akan berubah dan masyarakat akan
beralih tidak menggunakan angkutan yang sudah ada tersebut.

Bus Rapid Transit (BRT) di Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki syarat menjadi
transportasi publik karena memiliki kapasitas yang besar sejumlah 80 penumpang.
Karakteristik dari transportasi publik yang termasuk dalam aspek sosial yaitu dapat diakses
yang berarti bahwa transportasi publik apapun bentuknya khususnya Bus Rapid Transit
(BRT) tidak jauh dari pemukiman warga maupun tempat-tempat vital seperti misalnya
sekolah, perkantoran, pusat pemerintahan, maupun terminal bus dan bandar udara. Lalu harga
murah, transportasi publik harus memiliki tarif yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat
dan tidak memberatkan karena penumpang akan didominasi oleh siswa sekolah, mahasiswa
kampus, buruh pabrik, pegawai kantoran dan seluruh aktivitas harian masyarakat.

Bila tarif yang dibebankan mahal maka masyarakat akan berpikir untuk tidak naik
Bus Rapid Transit (BRT). Kualitas kenyamanan dan keamanan adalah hal yang pasti harus
terdapat pada transportasi publik khususnya Bus Rapid Transit (BRT), karena fasilitas yang
baik akan menjadi daya tarik utama masyarakat menggunakan tranportasi publik. Yang
terakhir yakni memberi kemudahan dalam perpindahan atau mobilitas masyarakat yang
hendak pergi disekitaran perkotaan.
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